
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR I 04 / HK.o3. t / Kpt / 02 / s3 16 / wU -K^b / tv / 202 t

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMIS] PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk meningkatkan perzrn dan fungsi

koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupa.ten Nagekeo, perlu membentuk Badan

Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan

keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 61, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.Undang-Undang.....



Pubtik.....

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang

Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentartg Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O20 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2075 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2O15 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi



Publik di Lingkungan Komisi Pemilihal Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol7 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL7 Nomor L2491;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Talun
2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Parlisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2A2O tent"ang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 77631;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota.....



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236);

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor

244 / HM.O2-SD / 06 / l<PU I rIl / 2021, Perihal Pembentu-

kan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

tertanggal 22 Maret 2O2l ;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo Nomor : l8/PL.Ol /B.A/02/53161
WU-Kab/lY /2021 tentang Rapat Pleno Penetapan

Agenda Rutin Mingguan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo tanggal 5 April 2021.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NAGEKEO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN NAGEKEO.

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang

membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyaralat dan Sumber Daya Manusia serta

Sub Bagian yang membidangi Telcris Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

pada sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo.

Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo terdiri atas :

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo,

dan;

2.Anggota. .

Memperhatikan



KEEMPAT

KELIMA

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo.

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagran Teknis

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat dan Sub Bagran Hukum dan

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas :

a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota untuk kelancaran arus

informasi antara satuan keq'a;

b. Melakukan koordinasi dan keq'a sama dengan Badan

Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga

Pemerintah tingkat Pusat dan Daerah;

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan

kehumasan;

d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data /
informasi kehumasan yang diperlukan;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo.

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) bagian Anggaran 076 DIPA Tahun Anggaran

2021 Nomor SP DIPA-O76-OL.2.67O269/2O21 tanggal 23

November 202O Tahun Anggaran 2O2l;

KEENAM., , , .



KEENAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub m dan SDM

MATHEUS D

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila di kemudial hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagais14114

mestinya.

Ditetapkan di : Mbay

padatanggal : 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR: 04/HK.O3. 1 /Kpt/02 /s3t6 /\<PU-
Ke.b/tv /2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMA-
SAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPA-
TEN NAGEKEO

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Ditetapkan di : Mbay

pada tanggal : 9 April 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS
Salinan sesuai dengan aslinya
SE PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN
Kepala Sub B

EKRFTARhT

Hukum dan SDM

No Nama/IYIP Jabatan Kedudukan

1 Ketua KPU Pembina

2 Yohanes Baptista Lagho, SE Anggota KPU Pembina
'l Mikael Angelo Mali, ST Anggota KPU Pembina

4 Fransiskus Huber Waso, ST Anggota KPU Pembina

5 Abdul Salam Pua Ndelu, SS Anggota KPU Pembina

Kristovorus Sake, S.IP

19650207 198603 L O22

Sekretaris KPU Ketua

7 Joenedy Wongso, SE
19791227 200902 I OO4

Kasubag Teknis,
Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan

Masyarakat

Ketua Pelaksana

8 Kasubag Hukum
dan Sumber Daya

Manusia

Ketua Pelaksana

MATHEUS DHAJO G A

Quirinus Eleuterius, S.Pd

6.

Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si
19760601 200942 1 003


